PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017: g

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT -
NOMOR l&1 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASIL, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENT{HAN TANAMAN

Menimbang

PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

a. bahwa berdasarkan Peraturan. Daerah Ncamor 8 Tahun*'[_:_ﬁ
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat’ sebagaxman& telah. o
diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan'f'fﬁ_f.':'.-. i
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentikan dan. o
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kahmantam Barat e
telah dibentuk Dinas Tanaman Pangan dan I—Im tlku}tura g e

Provinsi Kahmantan Barat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2 ) humf € Pexaturan'_'_.-':_f:'-'_;'-.':_";' o
Menteri Dalam Negeri Noror 12 Tafhun 201’?‘ tentang_’_}”fﬁ. :

Pedoman Pembentukan dan. Klaszﬁkas;l La’bang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; kmterza pembentukm

UPTD meliputi tersedianya. Ja‘batan Fungswnai T@kms_'";f -
sesuai dengan tugas dan fungs1 - UPTD yang

bersanglkutan;

c. bahwa dalam rangka efiéiensi' " ‘dan efektwﬂas. S

pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata ke:t}a ‘Umt Peiaksana,' "

Teknis pembenihan tanaman pangan di Wﬂayah Provmsi{'-;
Kalimantan - Barat, m_al{a Unit Paiaksana “Teknisg
Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalxmantan Barat
yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubemur}
Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susuuan;_*

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit =
Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman' Pangan Provmsif'";
Kalimantan “Barat sebagalmana telah'| dmbah d;engan“:-
Peraturan Gubernur Nomor 61° Tahu:ﬂ 2021 teﬂtaﬁg-.;fl‘f e

Perubahan Atas Peraturan: Gubemur Nomor 81 Tahun i

2017 tentang Pembentukam, Susunan Orga.msa31 Tugas_-__.--_':}f._;_
dan I“ungsz serta Tata Kerja .Umt Pelaksana Teknis. -

Pembemhan Tanaiman Paﬁgan Provans:a Kahmantan;,_-:
Barat, perlu dllakukan penyesuman dan pel ubahan, S
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Mengingat

d. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan
Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan ILembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan K3a31f1ka31 Cabang'_
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah- (Berlta Negara‘ _
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahuﬁ 2016 tentang o |
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi -
Kalimantan Barat (Lembaran =~ Daerah - Provinsi - IR
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor ‘8, Tambahan_-ﬁ o R I
Lembaran Daerah Provinsi Kahman‘ta:n Barat Nomor6) . - =
sebagaimana telah diubah beberapakah dan terakhzr_-_"-_f{{;:_'
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang SRR
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan = -
Peranglcat Daerah Provinsi Kahmaﬁtan Barai (Lembaran T R
Daerah Provinsi Kalimantan Barat: Tahun 2021 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provmsl Kahmemtan e
Barat Nomor 5); '

9. Peraturan Gubernur Nomor Nomor 55 Tahun 202}.'-:'__{':.-'1_§3{-1-';1‘
tentang Kedudukan, Susunan Orgamsas1 Tugas dan o0
Fungsi serta Tata Kerja Dinas’ Tanaman Pangam dan .
Hortikultura Provinsi Kahm&miaﬂ Barat (Berl‘ta Daerah S USTEESS
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 202 1 Nomor 55)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG. PERUBAHAI\E KE}:)UA.-_‘;_
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017 =
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN "ORGANISASI, =
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA" UN{'}?"_-_ T
PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN - TANAMAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT. | el

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomot - 81 Tahun 201’7'_;f:_i{.'_§:

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan - F,mg:?si, serta Ta‘ta_]:_'[';é' g
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan = Tanaman Pangan P1ovmsz' e _:ﬁ.
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat ’Iahun DOYTer
Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan- Gubex‘nur Nomm 61 N
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan (}ubernur Namor 81 Tahun: & :
2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan I”ungm serta Tata .
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan - ‘Provinsi ©
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kahman‘taﬂ Barat ’Fahun 2021 KR
Nomor 61), diubah sebagai berikut : e
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1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13

14.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur- penyeienggara-
pemerintahan  daerah  yang memimpin pelaksanaan - urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortlkuitura Plovmsi :

Kalimantan Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Par}gaﬂ dan ]E—Iort:a.kultura .
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman: Parlgaﬂ yang selaﬂ}umya
disebut UPT Pembenihan Tanaman Pangan adalah unit -teknis

operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dz'?oldang s

pembenihan tanaman pangan dan benih hortikultura.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Pembenihan Tanaman }:‘a.ngan P;s:ovmsy o
Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dlsmgkat ASN adalah pmfesl-_.-:
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah c’iengan Pel"‘}anﬁan'_j

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Se}aﬁjutﬂya dzsebu ¢ PEgan ASN |
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah’ dengan Pefjanjl an'--_ i
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina ].{epeﬁ'awalaﬁ daﬂ diserahi_f S

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi- tt::gas negaia i

lainya dan digaji berdasarkan peraturan pemndm}g«uﬁdtﬂlgnl -
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaiah Waré‘a{"_

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dlangkat seba@al_
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembma kepegawalan untuk'_' S

menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang bemm fungm dan R

tugas Dberkaitan dengan pelayanan publik serta - admlmstram '_:3':'
pemerintahan dan pembangunan. - '

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan"..
Administrasi pada instansi pemerintah. '

.Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya - dmingkat Jl“ adalah"_'__. B
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas belkaztan dengan'-,__ SREET B
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahhan dan':: o

keterampilan tertentu,.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan i

Fungsional pada instansi pemerintah.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

-5

Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang:
dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan
barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara Eebﬂ‘l baik.

Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau -

bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau

mengembangbiakan tanaman.

Pembenihan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan.

pengembangan sumberdaya genetik pemuliaan tananian,*perbaﬁyakan
benih, hortikultura, sertifikasi, peredaran benih dan pengembangan
sumberdaya perbenihan yang bertujuan untuk mendapatkan bemh'
bermutu. '

Tanaman Pangan adalah Tanaman yang menghasﬂkan produk jyang :
mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan-_--_ T
pokok dan sumber energi manusia sehari-hari termasuk didalwnnya Sy

Jenis tanaman serealia, aneka kacang, dan umbi. -

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasﬁkan buah

sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk: di dalamnya jamur giey
lumut, dan tanaman air yang berfungsi Sebagal sayuran, bahan obat

nabati, dan/atau bahan estetika.

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan ’buah s&yuran . SheE

bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk . di cialamnya jamur;

lumut, dan tanaman air yang berfungsi Sebagal sayuran bahan obat-_'_:_l- P

nabati, dan/atau bahan estetika.

Benih hortikultura adalah tanaman hortikultum atau bagian darmya”'_ SR

yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbzakkan .
tanaman hortikultura. : L

Benih Dasar (BD) adalah keturunan pertama dai bemh pen}ems atauf._" -
benih dasar yang diproduksi sesuai dengan- lietenman yang berlaku'_""

sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.

Benih Pokok (BP) adalah keturunan dari benih dasar yang dlpmduksx%ﬂf_’f :
sesuai dengan ketentuan yang berlakuy, _sehmgga Ekeashan_ varzletas_’i_._:”? S

dapat dipelihara.

Benih Sebar (BR) adalah keturunan dari benih pakok yang c’ilproduksz: : |

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehinﬁga keashan varleias"_?-
dapat dipelihara. :

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebag’ai beri}iu”t s

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4, UPT- ey

Pasal 5

Pembenihan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a.

penyusunan program kerja di lingkungan UPT Pembemhan Taﬂaman_.:- e

Pangan;
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perencanaan kegiatan yang berkaitan dengé.n apafiatm' dan amum,
serta pengelolaan keuangan dan aset di hngkungan UPT Pembemhan
Tanaman Pangan;

pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pembenihan tanaman paﬁgan, . S

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di blciang benih ser ealia;"

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang bemh aneka kac&ng'.ﬁ. o

dan umbi; : i
pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produk31 Bemh -
Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP); : e
pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyebarluasan (penyaluran)
Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih;

pelaksanaan kegiatan teknis observasi pener apan teknolcgz perhemhan, .

baik teknologi produksi maupun pasca panen;’ N
pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemurnian kembah veﬂetas _'

unggul;
pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen ’bemh
pelaksanaan pemantauan internal mutu benih;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyebazluasan mfermas;'__ iR

perbenihan; : :
pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bxdang bemh hor’tﬂc:uitum,-

perbenihan tanaman sayuran dan obat, peibemhan tanaman buah data BEE

florikultura;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bzdang baial bemh mduk_' :

hortikultura;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bldang perbemhan tanaman e
sayuran dan obat; : '

pelaksanaan kegiatan teknis operasmnal d1 bzdang perbemhan ianamaﬂ o

buah dan florikultura;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepaia Dmas dz b}dang :.: |

pembenihan tanaman pangan dan benih induk homkuitura, dan

pelaksanaan tugas lain di bidang pembemhan tanaman pangarl yang'_}--_

diserahkan oleh Kepala Dinas;

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1} Susunan Organisasi UPT Pembenihan Tanaman Pangam sebagajmana;_._:_; o

Pasal 6

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
Kepala UPT;

a
b. Sub Bagian Tata Usaha;

o

Seksi Benih Tanaman Pangan; dan

£

Seksi Benih Tanaman Hortikultura;

ARG FERANGHAT DAERRAN

HURUM - ?E}Miéf\ﬁt\ﬁﬁﬁ
3

L A

! g

ABIGTEN | BEMDA




-7 -

(2) Susunan Organisasi UPT Pembenihan Tanaman Panga:ﬁ gebagmmana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah
unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional dibidang pembenihan tanaman pangan dan hortikultura

berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , Kepala
UPT Pembenihan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan
monitoring dan evaluasi di lingkungan Pembenihan Tanaman Pangan;

b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Pembenihan Tanaman
Pangan;

c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan
tanaman pangan, benih serealia, benih aneka kacang dan umbi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang benih
hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan
tanaman buah dan florikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

e. pelaksanaan pengawasan kegiatan teknis di lingkungan UPT
Pembenihan Tanaman Pangan;

f. pelaksanaan pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan
UPT Pembenihan Tanaman Pangan;

pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pembenihan
Tanaman Pangan;

i

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembenihan tanaman pangan dan
benih tanaman hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ARG PERANGEAT DAERAY
HUKUM PEMRAHARSEA
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Ketentuan Bagian Kelima dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Bagian Kelima
Seksi Benih Tanaman Pangan

Pasal 11

Seksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di
bidang pembenihan tanaman pangan.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi
Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja Seksi Benih Tanaman Pangan;

pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang benih tanaman pangan,
benih serealia, benih aneka kacang dan umbi;

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih tanaman
pangan;

d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih serealia;

e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih aneka kacang
dan umbi;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Benih Tanaman Pangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan
tugas teknis operasional Seksi Benih Tanaman Pangan;

h. pelaksanaan tugas lain di bidang benih tanaman pangan yang
diserahkan oleh Kepala UPT.

Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Bagian Keenam
Seksi Benih Tanaman Hortikultura

Pasal 13

Seksi Benih Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional di bidang benih tanaman hortikultura.

ARG PERANGHAT DAERAR
HURKUM PEMRARKARSA
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9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi
Benih Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Benih Tanaman Hortikultura;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang benih tanaman
hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan
tanaman buah dan florikultura;

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih tanaman
hortikultura;

d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman
sayuran dan obat;

e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman
buah dan florikultura;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Benih Tanaman
Hortikultura;

g. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan
tugas teknis operasional Seksi Benih Tanaman Hortikultura;

h. pelaksanaan tugas lain di bidang benih tanaman hortikultura yang
diserahkan oleh Kepala UPT.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Baral.

Ditetapkan di Pontianalk _
pada tanggal 4! _{vi, @l

/ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ¢

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal S \pwe Cevidy

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

=

A L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR  i# i




